BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya
mengenai Peran PNPM-MPd dalam Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga di Desa
Binanga Panasahan Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, dapat
ditarik kesimpulan berikut:
1. Peranan Nyata (Enacted Role) PNPM-MPd dalam Pemberdayaan lbu

Rumah Tangga

Dana bergulir eks-PNPM-MPd (SPP) di Desa Binanga Panasahan
menjalankan empat peranan nyata. Pertama, pinjaman modal usaha Rp7.000.000
per kepala keluarga kepada delapan ibu rumah tangga; kontribusinya sebatas
terbukanya akses modal, sebab Rencana Penggunaan Dana (RPD) belum efektif
mengendalikan sebagian penggunaan dana yang masih bersifat konsumtif. Kedua,
pelatihan keterampilan usaha yang memperbaiki praktik pengelolaan usaha
sebagian penerima, tetapi belum merata, tidak dievaluasi, dan belum menjawab
hambatan pemasaran di luar desa. Ketiga, pendampingan dan monitoring oleh
pengurus UPK dengan intensitas berbeda antar penerima, yang hasilnya tidak dapat
diverifikasi karena tanpa laporan kunjungan dan catatan monitoring. Keempat,
fasilitasi kelompok usaha perempuan, yang fungsi administratifnya (penyaluran
pinjaman dan pengumpulan angsuran) berjalan sesuai rancangan, sedangkan fungsi
sosialnya baru dinyatakan pengurus dan belum dapat diverifikasi dari sisi anggota.

Faktor pendukungnya adalah dukungan pemerintah desa, semangat peserta, dan
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dedikasi pengurus UPK; faktor penghambatnya adalah penggunaan dana di luar
usaha produktif, keterbatasan jaringan pemasaran, rendahnya pendidikan sebagian
peserta, dan norma patriarki (izin suami).
2. Peranan yang Dianjurkan (Prescribed Role) PNPM-MPd dalam
Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga

Dibandingkan dengan pedoman program dan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, tidak ada peranan yang dianjurkan yang terpenuhi
sepenuhnya. Peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi sesuai sebagian,
karena kemandirian ekonomi belum dapat dinilai tanpa data pendapatan sebelum
dan sesudah program. Penguatan peran perempuan dalam pembangunan desa sesuai
sebagian, tertelusuri pada kepengurusan program dan pengambilan keputusan
rumah tangga, dengan norma izin suami tetap berlaku, sementara partisipasi dalam
forum desa tidak dapat dinilai karena daftar hadir dan notulen tidak diperoleh.
Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan sesuai pada rancangan hamun
terbatas pada hasil: pinjaman bersyarat sejalan dengan pendekatan pemberdayaan
dan dua penerima menyatakan pemenuhan kebutuhan rumah tangga berubah, tetapi
pengentasan kemiskinan tidak dapat dinyatakan karena penerima hanya delapan
dari sekitar 280 kepala keluarga dan tanpa data pendapatan. Peningkatan
kesejahteraan holistik terpenuhi secara terbatas, tertelusuri pada pendidikan anak
(satu kasus) dan aspek sosial, sedangkan aspek kesehatan tidak memiliki data.

Secara keseluruhan, PNPM-MPd berperan sebagai penyedia akses modal
dan pelatihan usaha bagi ibu rumah tangga penerima, dengan kesenjangan antara

peranan yang dianjurkan dan peranan nyata pada pengendalian dana,
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pendokumentasian kegiatan, dan ketersediaan data hasil usaha. Kesimpulan ini

berlaku bagi informan yang diwawancarai (dua pengurus UPK, empat dari delapan

penerima, dan dua tokoh masyarakat), bukan bagi seluruh penerima atau desa lain,

dan bagian yang hanya bersandar pada keterangan lisan merupakan keterangan satu

pihak.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, penulis mengajukan beberapa

saran sebagai berikut:

1.

Kepada Pengurus PNPM-MPd (UPK), perlu meningkatkan seleksi dan verifikasi
calon penerima pinjaman agar dana diberikan kepada ibu rumah tangga yang
berkomitmen  mengembangkan usaha  produktif, guna  mencegah

penyalahgunaan dana.

. Kepada Peserta Program, perlu meningkatkan kedisiplinan dan kejujuran

menggunakan dana pinjaman sesuai peruntukannya, karena pengembalian tepat
waktu adalah kunci keberlanjutan program.

Kepada Peneliti Selanjutnya, disarankan memperluas cakupan penelitian dengan
lebih banyak informan dan metode beragam, serta mengkaji aspek lain seperti

kesetaraan gender dan kontribusi program terhadap pengurangan ke
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